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INTISARI

Judul penelitian ini adalah “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha”.
Rumusan masalah yaitu Apa Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggunaan Sumber
Daya Air Tanah Untuk Usaha, Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana
Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap
Pelaku Dan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha?
Tujuan penelitian yaitu Untuk Mengetahui Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana
Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha, Untuk Mengetahui Modus Pelaku
Melakukan Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha dan Untuk
Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan
Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri memutus
perkara Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk Usaha dan Dakwaan
dengan mengunakan alat bukti dan dengan pertimbangan dalam fakta persidangan.

Hasil penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk

Usaha

a. Ingin mendapatkan keuntungan

b. Kurangnya kesadaran hukum

2. Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanah Untuk

Usaha

a. Terdakwa tidak membuat ijin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah yaitu
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Solo.

b. Terdakwa dalam kegiatan pengambilan atau penggunaan air dari 2 (dua) titik sumur
bor yang dimiliki oleh PT. Harta Sanjaya Sragen tidak dilengkapi dengan lzin
Pengusahaan Sumber Daya Air dari Pemerintah atau Gubernur Jawa Tengah di
Semarang.

c. Terdakwa selaku direktur PT. Sami Surya Indah Plastik, dalam mendukung kegiatan
operasional perusahaan menggunakan 3 (tiga) sumur bor namun belum memiliki izin
untuk pengusahaan air tanah yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

d. Terdakwa mengetahui bahwa untuk penggunaan air (sumur bor) untuk kegiatan/
usaha pencucian kendaraan haruslah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.

3. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Sumber

Daya Air Tanah Untuk Usaha

a. Terdakwa dipidana penjara

b. Terdakwa dipidana penjara tetapi tidak perlu menjalani

c. Terdakwa membayar denda

d. Terdakwa membayar biaya perkara

e. Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa

Kata kunci : Tindak Pidana, Usaha Sumber Daya Air Tanah, dan Putusan Hakim.
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